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LANDASAN/DASAR PELAKSANAAN TUGAS PROTOKOL
Petugas protokol dalam melaksanakan tugasnya tidaklah menurut kata hatinya sendiri atau menurut selera petugas protokol itu sendiri, melainkan setiap tindakannya harus selalu berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun sumber pijakan operasional Protokol adalah :
a.       Persetujuan Internasional meliputi; Kongres Wina tahun 1815, Aix La Chapelle Tahun 1818, Vienna Convention on Diplomatic Relations Tahun 1961, Vienna Convention on Consular Relations tahun 1993.
b.      Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi;
      Undang-undang No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol.
      PP. No. 66 Tahun 1951 Tentang Lambang negara.
      PP. No. 40 Tahun 1958 Tentang Bendera Kebangsaan RI.
      PP. No. 41 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Bendera asing..
      PP. No. 42 Tahun 1958 Tentang Panji dan Bendera Jabatan.
      PP. No. 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara.
      PP. No. 44 Tahun 1958 Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
      PP. No. 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan tata tempat, tata upcara dan Tata Penghormatan.
      Keppres RI. No. 18 Tahun 1992 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.
      Keppres RI. No. 10 Tahun 1986 Tentang Muspida.
      Keppres RI. No. 50 Tahun 1990 Tentang Pengubahan atas Keppres RI. No. 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.
      Kepmen hankam/pangab No. Skep/569/V/1975 Tentang penetapan Berlakunya Sebutan dan Penggunaan Pakaian Seragam ABRI berikut atribut-atributnya.
      Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1995 Tentang Tata Cara pelantikan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.
      Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali No. Um/I.b/103/1980 Tentang Pedoman Tata Tempat Bagi Pejabat-Pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
c.       Tradisi Adat Istiadat dan Kebiasaan Setempat.
d.      Azas Reciprocity (timbal balik).
e.      Kepribadian Kepala Negara/Pimpinan.
BAB II. 
POKOK-POKOK KEPROTOKOLAN
2.1. KEGIATAN  PROTOKOL
Kegiatan protokol, diantaranya mengatur (UU No.8 Tahun 1987) :
1.       TATA RUANG, adalah pengatur ruang atau tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat aktivitas. Ruang harus dipersiapkan sesuai ketentuan, tergantung dari jenis kegiatan, misalnya kegiatan upacara pelantikan serah terima jabatan akan berlainan dengan taat ruang yang akan dipergunakan untuk upacara wisuda sarjana.
A.     Perangkat keras, adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan berupa meja, kursi/sofa,                        sound system/public address, dekorasi, permadani/karpet, bendera, taman, dan sebagainya.
B.     Perangkat lunak, antara lain personil/SDM yang terlibat dalam rangka pelaksanaan kegiatan suatu kegiatan seperti; penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi dan sebagainya. Penunjang lain seperti; palu, gong, nampan/alasnya dan lain-lain.
Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
         Ruang harus sesuai dengan kebutuhan (jumlah kursi dan meja);
         Pengaturan pemasangan bendera kebangsaan Merah Putih, disesuaikan dengan ruangan;
         Gambar Presiden dan Wakil Presiden;
         Lambang Garuda Pancasila;
         Papa nama petunjuk yang diperlukan;
         Tata suara yang memadai, disesuaikan dengan tata ruang yang tepat;
         Tata lampu yang mencukupi kebutuhan.
2.         TATA UPACARA, adalah tata urutan kegiatan yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai jenis kegiatannya. Untuk keperluan itu harus diperhatikan :
           Jenis kegiatan;
           Bahasa pengantar yang digunakan;
           Materi aktivitas.
Dalam tata upacara, supaya direncanakan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, personil penyelenggara dan alat penunjang lain. Pengisi acara misalnya; dalam memberikan sambutan, perlu diperhatikan jenjang jabatan mereka yang akan memberikan sambutan. Jauh sebelumnya harus sudah dihubungi untuk konfirmasi kesediaan mereka yang menyambut. Untuk kelancaran suatu ”upacara”, diperlukan seorang ”stage manager” yang bertugas menjadi penghubung antara pembawa acara dan pelaksana upacara.
3.       TATA TEMPAT (PRESEANCE), adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk pejabat, yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif/struktural dan kedudukan sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia di atur dengan Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968. Tata tempat duduk, mempunyai aturan dasar. Tata tempat (Preseance) urutan siapa saja yang berhak mendapatkan proiritas dalam urutan atau siapa saja yang berhak lebih didahulukan.
Orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, dan derajatnya di dalam pemerintahan atau masyarakat.
Menentukan tempat duduk seseorang dalam acara resmi ada aturannya antara lain sebagai berikut :
1.      Orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului.
2.      Jika mereka berjajar, yang berada disebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dan paling tinggi/mendahului orang yang duduk disebelah kirinya (sebelah kanan dari orang yang paling utama dianggap lebih tinggi dari tempat sebelah kiri).
3.      Jika menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terkahir adalah tempat yang dekat dengan pintu keluar.
4.      Dalam pengaturan tata tempat suatu jajaran (dari sisi ke sisi):
         Bila dua orang yang kanan yang pertama.
         Bila tiga orang yang tengah yang pertama.
         Bila empat orang     = 4.2.1.3.
         Bila lima orang        = 5.3.1.2.4.
         Bila enam orang      = 6.4.2.1.3.5.
         Bila tujuh orang       = 7.5.3.1.2.4.6.
5.      Jika berjajar pada garis yang sama, tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan luar, tempat paling tengah.
6.      Apabila naik kendaraan, orang paling utama;
Tata urutan memasuki kendaraan bagi undangan resmi atau kenegaraan memerlukan perhatian dan penanganan khusus bahkan perencanaan yang matang. Tipe kendaraan juga mempengaruhi pengaturan tersebut. Peranan pengemudi, ia juga harus mengenal pengetahuan protokoler, termasuk penampilannya.
Berikut ini beberapa cara bagaimana memasuki pesawat udara, kapal laut, kendaraan mobil atau kereta api;
         Di Kapal Terbang               = naik akhir, turun paling dahulu.
         Di Kapal Laut                     = naik dan turun paling dahulu.
         Di Mobil / KA                    = naik dan turun paling dahulu.
7.      Kedatangan dan pulang: orang yang paling dihormati, selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
8.      Jajar kehormatan : orang yang paling dihortmati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, tamu akan datang dari sebelah kirinya.
9.      Tata tempat bagi seseorang diambil berdasarkan :
a.    Letak kendaraan mobil :
Pintu kanan mobil berada di arah pintu ke luar gerbang, tata tempat pejabat dalam kendaraan prinsipnya tamu yang dihormati ditempatkan/duduk disebelah kanan, tetapi apabila diperlukan penyesuaian dengan tata letak gedung maka tamu yang terhormat diatur duduk sebelah kiri.
b.    Tata tempat suami/istri pejabat ;
Apabila dalam acara kenegaraan/resmi, pejabat didampingi isteri/suami, maka suami/isteri mendapat tata temat sesuai dengan urutan tata tempat suami/isteri yang menjabat.
c.    Tata tempat bagi pejabat yang diwakili :
         Dalam hal pejabat Negara, pejabat Pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi pejabat yang mewakili.
         Pejabat yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan pejabat yang dimiliki.
Tata tempat bagi pejabat disesuaikan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, karena itu tidak mungkin diatur keseluruhannya secara terperinci dan tertulis, namun harus disesuaikan terus dengan kebiasaan yang berkembang dan memperhatikan pula norma-norma dan kebiasaan yang berlaku.
Contoh: Denah Tata Tempat Duduk di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional :
B.     Tata Tempat Duduk pada Posisi Ganjil
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              Keterangan :
1.      Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).
2.      Sekretaris Jenderal (Sekjen).
3.      Inspektoral Jenderal (Irjen).
4.      Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen Dikdasmen).
5.      Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).
6.      Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Dirjen PLS).
7.      Direktur Jenderal Olah raga (Dirjen Olah raga).
C.     Tata Tempat Duduk pada Posisi Genap :
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Keterangan :
1.      Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas).
2.      Sekretaris Jenderal (Sekjen).
3.      Inspektoral Jenderal (Irjen).
4.      Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen Dikdasmen).
5.      Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).
6.      Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Dirjen PLS).
7.      Direktur Jenderal Olah raga (Dirjen Olah raga).
8.      Kepala Penelitian dan Pengembangan (Kalitbang) Depdiknas.
TATA URUTAN MEMBERIKAN SAMBUTAN 
Urutan dalam memberikan sambutan dalam acara resmi adalah dimulai dari yang terendah tingkat kedudukan / jabatannya dan yang terakhir yang tertinggi / paling utama. 
JAJAR KEHORMATAN 
1. Orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. 

2. Apabila orang yang paling dihormati adalah yg menyambut tamu, maka tamu akan datang dari sebelah kiri. 

3. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk penerimaan yaitu orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan / menyambut pertama kali dan seterusnya sesuai dengan urutannya. 

4. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk pelepasan yaitu orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan / melepas paling akhir.

Catatan :
Siapa Saja yang menjadi Prioritas ??
Mereka yang memiliki jabatan dan pangkat tertentu (VIP) dan juga memiliki derajat tertentu (Very Important Citizen). Umumnya kedudukan itu dipeoleh dari kepemilikan tanda jasa dan jabatan.
2.2. JENIS-JENIS KEGIATAN
Jenis-jenis kegitan yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri P&K        No. 0298 Tahun 1984, tentang protokoler yang tadinya digunakan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan Nasional (dahulu P&K), tiga tahun kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokoler.
Jenis-jenis kegiatan protokoler tersebut meliputi;
1.      Umum / Kenegaraan;
Jenis kegiatan yang bersifat umum, dapat pula berlaku di tingkat Universitas /Perguruan Tinggi/Kedinasan Instansi, antara lain berbentuk:
         Upacara Pelantikan dan serah terima Jabatan;
         Upacara penandatanganan Naskah Kerjasama (MoU);
         Upacara sumpah Pegawai;
         Upacara Peresmian/Pembukaan Gedung Baru;
         Peresmian Pembukaan Seminar, simposium, Diskusi dan sebagainya.
2.      Universitas / Perguruan Tinggi/ kedinasan Instansi.
Jenis kegiatan yang bersifat Universitas / Perguruan Tinggi :
         Kegiatan Dies Natalis;
         Upacara Wisuda Sarjana;
         Upacara Pengukuhan Guru Besar;
         Upacara Promosi Doktor / Doktor Honoris Causa;
         Penyemayaman dan Pemakaman Guru Besar;
         Penerimaan Mahasiswa Baru;
         Pemberangkatan KKN, KKL, PKL Mahasiswa, dan lain-lain.
2.3. KEGIATAN DAN PELAKSANAAN UPACARA
Berikut ini akan di uraikan beberapa contoh jenis kegiatan yang bersifat umum :
A. Nama kegiatan : Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan.
Jenis kegiatan ini banyak terjadi di kalangan pemerintah dan perguruan tinggi.
Yang perlu diperhatian antara lain :
1.      Tata ruang;
2.      Kelengkapan upacara; dan 
3.      Urutan/Susunan Acara :
      Pembukaan;
      Pembacaan surat Keputusan (tidak dibaca keseluruhan);
      Pelantikan pejabat baru, didahului dengan pengambilan sumpah jabatan menurut agama/kepercayaan yang dilantik, diampingi rohaniawan yang bersangkutan, kemudian penandatangan, saksi;
      Pembacaan naskah berita acara serah terima;
      Penandatangan berita acara;
      Sambutan tunggal pejabat yang melantik;
      Penutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan pejabat lama;
      Ramah-tamah.
Adakalanya di dalam acara setelah penandatangan naskah berita acara, diselipkan penyerahan memorandum akhir jabatan dari pejabat yang lama kepada yang melantik dan atau penyematan tanda jabatan yang berupa kalung atau lencana jabatan oleh pejabat yang melantik.
B. Nama kegiatan ; Upacara Penandatangan Naskah Kerjasama ( MoU ).
Yang perlu diperhatian adalah :
1.      Tata ruang;
2.      Kelengkapan upacara;
3.      Urutan upacara :
a)      Pembukaan;
b)      Pembacaan naskah Kerjasama oleh petugas;
c)      Penandatangan naskah kerjasama oleh Pemimpin;
d)      Saling menyerahkan naskah kerjasama;
e)      Sambutan-sambutan;
      Sambutan tuan rumah;
      Sambutan pihak tamu;
      Ramah-tamah.
f)        Penutup.
C. Nama kegiatan : Penyelenggaraan Seminar dan Simposium.
Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu. Dalam seminar hal yang pokok adalah terdapatnya makalah atau paper yang dibahas. Untuk itu diperlukan penyaji bahan makalah, moderator yang mengatur jalannya seminar dan  pembahas untuk setiap jenis makalah dan panitia pengarah, yang akan membuat kesimpulan mengenai hasil seminar.
Berkaitan dengan seminar, protokoler bertugas memperhatikan tata ruang, tata tempat dan perlengkapan seminar.
Mengenai urutan acara, secara protokoler diatur sebagai berikut :
         Pembukaan seminar diresmikan oleh pejabat terkait, dihadiri undangan dan peserta seminar;
         Pembukaan upacara seminar, diikuti peserta seminar, membahas sesuatu topik berupa makalah. Susunan ruangan, tempat pengaturannya berbeda dengan upacara pembukaan pada saat seorang pejabat resmi membuka (sekitar satu jam);
         Dengan kata lain penyelenggaraan seminar dibagi dalam dua kegiatan, seminar dibuka seorang pejabat dan seminar di pimpin seorang moderator dan kemungkinan terdapat beberapa penyaji dengan makalah yang berbeda (biasanya pejabat dan undangan tidak hadir dalam seminar tersebut).
Hal-hal yang perlu diketahui protokol:
         Tata busana dalam suatu seminar, pada upacara pembukaan hendaknya PSL (pakaian sipil lengkap), sedangkan dalam persidangan seminar, pakaian rapih;
         Protokol dalam acara ini hendaknya dapat mengatur akomodasi setiap peserta seminar, juga tiket kepulangan serta penjemputan, kedatangan dan keberangkatan;
         Urutan/Susunan Acara :
1.      Pembukaan;
2.      Sambutan-sambutan;
a)      Panitia pelaksana;
b)      Pejabat atasan pelaksana seminar dilanjutkan dengan peresmian pembukaan seminar;
c)      Istirahat;
d)      Pidato pengarahan pejabat tertentu;
e)      Persidangan seminar.
SIMPOSIUM
Sejenis seminar, hanya perbedaannya adalah dalam suatu acara simpsium disamping disajikan makalah, juga dilakukan suatu forum yang disebut sebagai ”floor” artinya pembahasan tidak hanya dilakukan seorang atau dua pembahas, melainkan peserta simposium juga dilibatkan.
Didalam simposium tidak dilakukan suatu kesimpulan sebagai hasil pertemuan yang diumumkan. Tata cara, tata ruang dan tata tempat tidak jauh berbeda dengan bentuk seminar.
D. Nama kegiatan : Wisuda Sarjana
Penyelenggaraan upacara wisuda sarjana, nampaknya di berbagai Perguruan Tinggi sudah lazim, namun menurut pengamatan, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, yaitu tata cara protokolernya, maupun teknis pelaksanaan tata cara itu sendiri.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
         Tata ruang, dibagi tiga bagian yaitu; tata ruang untuk kelompok Pimpinan Universitas, untuk kelompok Wisudawan dan kelompok orang tua wisudawan;
         Tata tempat;
         Perlengkapan yang diperlukan;
         Tata busana;
         Tata Upacara;
1)      Pembukaan oleh Rektor;
2)      Pelantikan wakil lulusan/sarjana utama oleh Rektor, didahului oleh amanat Rektor;
3)      Penyampaian ijazah;
4)      Sambutan-sambutan.
E. Nama kegiatan : Upacara Promosi Doktor
Upacara semacam ini di atur oleh Departemen Pendidikan Nasional, hanya diperkenankan kepada Perguruan Tinggi tertentu yang memiliki program studi Pascasarjana, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
         Tata ruang;
         Tata tempat;
         Seorang pedel/ pembawa barisan tim penguji, yang juga akan mengatur jalannya ujian promosi;
         Tata busana;
         Tata upacara.
F. Nama kegiatan : Upacara Pengukuhan Guru Besar
Seseorang sebelum dikukuhkan sebagai Guru besar, terlebih dahulu dilakukan Upacara pelantikan yang bersangkutan sebagai Guru Besar. Sekaligus sebagai anggota Senat universitas. Hal tersebut dilakukan dengan suatu upacara yang didahului suatu rapat senat Universitas. Biasanya dasar yang dipakai untuk melantik seseorang sebagai Guru Besar adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
Hal-hal yang perlu diperhatikan secara protokoler adalah sebagai berikut :
      Tata ruang;
      Tata tempat;
      Tata busana;
      Tata Upacara.
G. Nama kegiatan : Upacara Bendera
Upacara dapat dilakukan pada hari yang dianggap penting seperti hari peringatan yang bersifat nasional maupun lokal.
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
         Tata ruang; biasanya dilakukan di lapangan terbuka.
         Tata perlengkapan seperti; bendera, mimbar upacara, sound system, naskah-naskah yang akan dibacakan / diucapkan, petugas pengibar bendera, komandan upacara dan sebagainya.
         Tata busana (menyesuaikan).
         Tata urutan upacara.
Catatan penting yang wajib diketahui terkait dengan Upacara bendera:
           Bendera Kebangsaan 
Peraturan mengenai bendera kebangsaan Indonesia, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia :
1.      Ukuran, Penggunaan dan Waktu Penggunaan;
2.      Pemasangan Bendera Kebangsaan pada suatu pertemuan;
3.      Penggunaan Bendera Kebangsaan bersama-sama dengan Panji-Panji atau Bendera Jabatan;
4.      Penggunaan Bendera Kebangsaan di Kapal;
5.      Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing;
6.      Ketentuan tentang panji dan Bendera Jabatan.
           Lambang Kebangsaan
Lambang Negara diatur dengan Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 1951.
Beberapa hal yang perlu diketahui dari PP No. 66/1951 sebagai berikut:
1.      Uraian lambang Negara.
2.      Penggunaan Lambang Negara.
3.      Lambang Negara dipakai juga untuk keperluan; paspor, cap jabatan Presiden/Wakil Presiden dan pejabat tinggi Negara lainnya, mata uang, Ijazah, barang-barang milik Negara, surat-surat izin kapal, di lencana dan lain sebagainya.
4.      Larangan penggunaan Lambang Bhineka Tunggal Ika, sebagai perhiasan, cap dagang, reklame dagang atau propaganda politik, sebagai lambang perseorangan, perkumpulan organisasi swasta.
           Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Peraturan yang mengatur tentang Lagu Kebangsaan Indonesia raya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Peraturan ini dimaksud agar terdapat keseragaman tentang nada, irama, musik iringannya, kata-kata dan gubahannya.
Beberapa ketentuan antara lain :
1.      Penggunaan Lagu Kebangsaan bersama dengan lagu Kebangsaan Asing.
2.      Penggunaan Lagu Kebangsaan Negara asing.
3.      Tata tertib dalam Penggunaan Lagu Kebangsaan.
H. Nama kegiatan : Upacara Jamuan Makan
Terdapat dua macam bentuk jamuan yaitu;
1.      Jamuan makan siang (Luncheon party);
2.      Jamuan makan malam (Dinner party).
Penyelenggaraan Tata tempat duduk dapat dilakukan dengan :
      Meja berkelompok lima sampai enam orang tiap meja;
      Satu atau dua meja makan prasmanan (self service);
      Meja besar satu atau dua, dengan lebih dari sepuluh kursi untuk makan bersama. Hidangan disajikan oleh pelayan (pramusaji).
      Dalam tata tempat (preseance) dalam jamuan makan tidak mutlak, karena hal ini sifatnya non-formal. Namun, pedoman dapat diberikan untuk diketahui.
Diposkan oleh I Dewa Ayu Hendrawathy Putri di 04:53 
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 HYPERLINK "http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6630776689202019937&postID=2376725220728731311&target=facebook" \o "Berbagi ke Facebook" \t "_blank" Berbagi ke Facebook 

 HYPERLINK "http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6630776689202019937&postID=2376725220728731311&target=buzz" \o "Berbagi ke Google Buzz" \t "_blank" Berbagi ke Google Buzz 
	Reaksi: 
	


0 komentar: 

Poskan Komentar

